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ABSTRAK 

 

Anjloknya harga minyak dunia pada tahun 2014 membuat Arab Saudi 

mencari cara agar tidak kecanduan minyak sebagai sumber pendapatan utamanya. 

Maka dari itu digagaslah Visi 2030 Arab Saudi sebagai dasar perubahan Arab Saudi 

untuk keluar dari kecanduannya pada minyak. Untuk menyukseskan Visi 2030 

Arab Saudi, Arab Saudi melakukan reformasi di berbagai sektor, salah satunya haji 

dan umroh. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting, 

yaitu; mengapa haji dan umroh menjadi prioritas dalam Visi 2030? apa saja bentuk 

perubahan kebijakan haji dan umroh dalam Visi 2030 Arab Saudi dan bagaimana 

bentuk implementasi dari perubahan kebijakan tersebut? Bagaimana upaya 

Indonesia dalam merespon perubahan kebijakan haji dan umroh dalam Visi 2030? 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis-deskriptif dan 

merupakan penelitian kepustakaan (library research). Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu, teori analisis kebijakan publik, dan dua konsep pendukung yaitu 

teori kepentingan nasional dan wisata religi. 

Hasil dari penelitian ini, bahwa pentingnya haji dan umroh dalam Visi 2030 

karena berpotensi terhadap pertumbuhan ekonomi Arab Saudi yang signifikan dan 

pengembangan wisata religi. Mengingat meningkat jumlah jamaah setiap tahun ke 

Arab Saudi. Perubahan kebijakan haji dan umroh yang dilakukan Arab Saudi 

berfokus pada peningkatan kapasitas dan kualitas layanan dengan tujuan untuk 

memberikan layanan terbaiknya pada tamu Tuhan. Untuk mewujudkan Visi 2030, 

Arab Saudi telah menjalankan program dan proyek besar-besaran sebagai bentuk 

implementasi dari kebijakan ini, yaitu adanya program Doyof Al-Rahman (layanan 

tamu Tuhan) dan transformasi digital. Perubahan kebijakan tersebut ternyata juga 

mempengaruhi sistem penyelenggaraan haji dan umroh di negara-negara Islam, 

seperti Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu menyikapi perubahan kebijakan 

karena berimplikasi pada negara dan masyarakatnya.  

Kata Kunci: Visi 2030 Saudi, Haji dan Umroh, Reformasi, Respon Indonesia  
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ABSTRACT 

 

The collapse of world oil prices in 2014 made Saudi Arabia look for ways 

to avoid being addicted to oil as its main source of income. Therefore, Saudi 

Arabia's Vision 2030 was initiated as the basis for Saudi Arabia's change to get out 

of its addiction to oil. To make Saudi Arabia's Vision 2030 a success, Saudi Arabia 

is reforming in various sectors, one of which is the Hajj and Umrah sector. This 

study aims to answer several important questions, namely; why is Hajj and Umrah 

a priority in Vision 2030? What are the forms of policy changes related to Hajj and 

Umrah in Saudi Arabia's Vision 2030 and how is the implementation of these policy 

changes? How are Indonesia's efforts in responding to changes in Hajj and Umrah 

policies in Vision 2030? This research is a qualitative research with descriptive-

analytical method and is a library research. The theories used in this research are 

public policy analysis theory, national interest theory, and religious tourism. 

The result of this study is that the importance of Hajj and Umrah in Vision 

2030 is due to the potential for economic growth in Saudi Arabia and the 

development of religious tourism. Given the increasing number of pilgrims each 

year to Saudi Arabia. Hajj and Umrah policy changes made by Saudi Arabia focus 

on increasing the capacity and quality of services with the aim of providing the best 

service to God's guests. To realize Vision 2030, Saudi Arabia has run massive 

programs and projects as a form of implementation of this policy, namely the 

existence of the Doyof Al-Rahman program (God's guest service) and digital 

transformation. These policy changes have also affected the system of organizing 

Hajj and Umrah in Islamic countries, such as Indonesia. Therefore, Indonesia needs 

to address the policy changes as they have implications for the country and its 

people.  

Keywords: Saudi Vision 2030, Hajj and Umrah, Reform, Indonesian Response 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Menipisnya persediaan sumber daya alam dan meningkatnya persaingan 

global menyebabkan negara-negara mencari alternatif lain untuk menghadapi 

situasi tersebut. Arab Saudi adalah salah satu negara yang mencoba mengambil 

langkah baru untuk pengembangan ekonominya yang tidak bergantung pada 

sumber daya alam saja. Sebagaimana yang diketahui minyak dan gas merupakan 

pendapatan terbesar Arab Saudi. Pada tahun 2014, harga minyak turun secara 

drastis sehingga mengancam kestabilan ekonomi Arab Saudi yang awalnya pada 

kisaran 100 dolar perbarelnya.1 Meskipun harganya kembali pulih, ada indikasi 

bahwa harga minyak akan turun dan tidak akan naik dalam waktu dekat. Karena 

itu, Arab Saudi tidak dapat jika hanya mengharapkan sumber daya alam minyak 

saja sebagai sumber pendapatan utamanya. Oleh karena itu, diperlukan strategi 

untuk mengurangi ketergantungan kerajaan itu terhadap minyak. 

Pada tahun 2016, Putra Mahkota Muhammad bin Salman (MBS) 

meluncurkan sebuah wacana ambisius reformasi kerajaan yang dikenal dengan Visi 

2030 Arab Saudi. Visi 2030 Arab Saudi adalah sebuah kebijakan yang diinisiasi 

oleh Pangeran MBS sebagai rencana strategis untuk menciptakan Arab Saudi 

sebagai negara yang beragam, berkelanjutan, dan pusat perdagangan internasional. 

 
1 Rievy Dzarivauri, “Reformasi Kebijakan Arab Saudi : Vision 2030 Dan Implikasinya Pada 

Sektor,” Jurnal Analisis Sosial Politik 7, no. 1 (2023): 25–35. 
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Hal ini dilakukan melalui perubahan kebijakan-kebijakan yang ada di Arab Saudi. 

Sektor sosial-budaya, politik, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata adalah contoh 

dari berbagai bentuk reformasi yang dilakukan. 

Lahirnya Visi 2030 Arab Saudi digagas demi membebaskan Arab Saudi 

terhadap ketergantungannya pada minyak bumi dan diversifikasi ekonomi. Visi 

2030 telah membuka narasi yang lebih baru, modern, moderat, dan terbuka, karena 

visi ini memiliki corak yang terbuka terhadap peradaban budaya dan peradaban luar 

yang mendorong mengarah keberagaman. Sejak bertahun-tahun Arab Saudi 

digambarkan sebagai negara yang tertutup, kaku, konservatif, dan fundamentalis.  

Namun, adanya Visi 2030 Arab Saudi telah mendapatkan wajah baru membangun 

citranya sebagai negara yang inklusif.2 Dalam kebijakan Visi 2030, Pangeran MBS 

bermaksud untuk menghilangkan budaya konservatif Arab Saudi dengan cara 

menghilangkan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Fatwa Arab Saudi. 

Tiga pilar utama Visi 2030 Arab Saudi yaitu, A vibrant society, Thriving 

economy, dan An ambition nation.  A vibrant society (masyarakat yang dinamis) 

maksudnya di sini merujuk pada keinginan Arab Saudi untuk mendorong sumber 

daya manusianya. Hal ini berdasarkan pada gagasan bahwa selain sumber daya 

alam, produktivitas manusia juga dapat menjadi sumber kekayaan suatu negara. 

Thriving economy (pengembangan ekonomi), yaitu melakukan diversifikasi 

ekonomi yang tidak bergantung pada minyak dan gas dengan membangun sektor 

ekonomi non-migas. Terakhir, An ambition nation (ambisi nasional negara), yaitu 

 
2 Sainul Rahman, “Arab Saudi Baru: VISI 2030, Reformasi, Dan Wahabisme” (UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2019). 



3 

 

 

kesadaran negara yang perlu mengefektifkan seluruh jajarannya secara birokrasi 

dengan memperkuat transparansi dan akuntabilitas, birokrasi negara3  

Fokus utama dari Visi 2030 sendiri adalah berorientasi pada pengembangan 

perekonomiam Arab Saudi dan diversifikasi ekonomi. Mengingat Visi 2030 Arab 

Saudi merupakan sebuah langkah untuk melepaskan ketergantungan Arab Saudi 

pada minyak dan berfokus pada non-migas. Maka dari itu, Arab Saudi kini menekan 

pendapatan negaranya melalui sektor pariwisata yang di dalamnya ada haji dan 

umroh melalui Visi 2030. Saat ini, Visi 2030 Arab Saudi menyoroti secara khusus 

wisata religi untuk pengembangan aspek pariwisata dan warisan nasional haji dan 

umroh.4  

Harian Saudi al Arabiya melaporkan bahwa haji dan umroh memiliki peran 

penting dalam pembangunan ekonomi riil dan komprehensif Arab Saudi, dan 

mereka memperkirakan bahwa potensi ekonomi dari sektor ini akan mencapai 47 

miliar pada tahun 2020. Para pakar menjelaskan bahwa perekonomian haji dan 

umroh setara dengan pendapatan minyak di masa mendatang. Ini menunjukkan 

upaya Arab Saudi dalam merealisasikan Visi 2030 melalui program-program yang 

telah direncanakan sebelumnya.  

Haji dan umroh merupakan dari bentuk perjalanan “turisme agama”, 

“wisata religi” atau dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah Pilmigrage. Wisata 

religi bagi umat muslim dianggap sebagai bentuk perjalanan yang dilakukan dengan 

 
3 Nevlita Sianturi, “Pengaruh Saudi Vision 2030 Dan Agenda Foreign Direct Investment (FDI) 

Arab Saudi Di Indonesia,” Jom Fisip 4, no. 2 (2017): 1–15. 
4 Saad Abdullah Alammash, Pr Shuyong Guo, and Anna Vinnikova, “Saudi Arabia and the Heart 

of Islam in Vision 2030,” no. June  (2021): 1–17. 
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motif agama atau ziarah haji dan umroh.5 Berdasarkan syariat, haji dan umroh 

memiliki pengertian yang sama walaupun secara bahasa berarti ziarah.6 Namun 

yang membedakan adalah ibadah umroh merupakan kegiatan mengunjugi Baitullah 

sebagai ritual opsional yang dilakukan dalam waktu singkat dan dapat dilaksanakan 

kapan saja.  

Setiap tahun jumlah umat muslim yang melaksanakan ibadah haji dan 

umroh meningkat dari tahun ke tahun karena kekurangan fasilitas sehingga Arab 

Saudi masih kesulitan menangani permintaan tersebut. Pada akhirnya, Arab Saudi 

memberlakukan kuota yang diberlakukan di semua negara muslim di seluruh. 

Akibatnya umat muslim harus menunggu giliran mereka untuk menunaikan ibadah 

haji. Pembatasan atau kuota haji yang diberlakukan di semua negara menyebabkan 

banyak muslim tidak dapat melaksanakan ibadah haji pada waktu yang mereka 

inginkan meskipun secara fisik dan finansial mereka mampu melakukannya.7 

 Rata-rata waktu tunggu jamaah haji memakan waktu yang cukup lama, 

seperti di Indonesia waktu tunggu jamaah haji adalah 20-30 tahun dan di Malaysia 

adalah 100 tahun.8 Waktu tunggu ini juga berlaku untuk negara-negara ASEAN dan 

negara muslim lainnya dengan waktu tunggu yang berbeda-beda. Waktu tunggu 

yang lama ini menjelaskan mengapa pasar umroh berkembang pesat, karena jamaah 

dapat melakukan perjalanan dengan menggunakan visa turis dan umroh kapan saja 

mereka mau. Selain itu, bagi jamaah yang merasa tidak memiliki kesempatan untuk 

 
5 Ibid. 
6 Laras Gelar Sasmi, “Analisis Mekanisme Penyelenggaraan Digitalisasi Umrah Oleh Tokopedia,” 

Tesis (2020): 1–134. 
7 Anggito Abimanyu, “Rising Hajj Fees and Investment Opportunities in Saudi Arabia: The 

Impact on ASEAN Countries,” no. 10 (2023): 1–9.  
8 Ibid. 
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melakukan ibadah haji selama hidup mereka, perjalanan umroh adalah pilihan 

terbaik. 

Sebelum tahun 1970-an haji dan umroh merupakan sumber pendapatan 

utama Arab Saudi. Namun, setelah adanya ekplorasi dan pengembangan minyak 

bumi, haji dan umroh dipandang sebelah mata secara ekonomi karena hampir 90% 

pendapatan Arab Saudi berasal dari ekspor minyak bumi. Oleh karena itu, sektor 

haji dan umroh menjadi terabaikan dan tidak dikelola dengan serius. Selama 

periode ini, banyak masalah yang muncul terkait dengan akomodasi, kesehatan, dan 

masalah transportasi. 

Meskipun haji dan umroh adalah ibadah yang paling populer di kalangan 

umat Islam di seluruh dunia, tetapi mobilisasi dalam penyelenggaraan dan masalah 

layanannya yang tak kunjung usai telah menyoroti kegagalan sistem yang dibangun 

oleh Arab Saudi. Selama puluhan tahun pengelolaan dan pelaksanaan ibadah haji 

yang dilakukan Arab Saudi belum baik karena Arab Saudi memiliki beberapa 

kendala teknis, seperti ketersediaan infrakstruktur dan standar layanan yang baik 

untuk seluruh jamaah haji di seluruh dunia. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan haji 

dan umroh sebelum adanya Visi 2030, yaitu pemberlakuan kuota bagi jamaah haji, 

masa berlaku visa yang pendek, keterbatasan mengunjungi kota selain Makkah dan 

Madinah, kurangnya layanan keamanan dan kesehatan, serta kebijakan lainnya. 

Maka dari itu, melihat masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan haji dan umroh 

perlu dilakukan perubahan kebijakan pada bidang ini untuk memenuhi harapan 

Arab Saudi dengan memberikan layanan terbaiknya untuk tamu Tuhan yang 

terdapat dalam Visi 2030 Arab Saudi.  
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Beiringan dengan transformasi Arab Saudi, misi Visi 2030 adalah secara 

strategis berkerja pada pendekatan pariwisata religi negara dan mendorong prospek 

ekonomi. Pemerintah memiliki rencana jangka panjang untuk mengubah 

keragaman ekonomi haji dan umroh. Pemerintah menyatakan bahwa haji dan 

umroh menarik banyak jamaah setiap tahun dan memainkan peran penting dalam 

pertumbuhan ekonomi Arab Saudi. Oleh karena itu, perubahan sistemik dalam 

ibadah haji menjadi bagian model strategis transformasional pemerintah. Ini akan 

berperan aktif dalam program Visi 2030 sebagai bagian dari strategi “jantung dunia 

Arab dan Islam”.9  

Sebagaimana yang telah dijelaskan, untuk mewujudkan Visi 2030 Arab 

Saudi mengubah kebijakannya di berbagai sektor, termasuk haji dan umroh. Dalam 

Visi 2030 Arab Saudi, perubahan kebijakan sektor ini mencakup sistem 

penyelenggaraan dan layanan. Salah satu usaha Arab Saudi adalah meningkatkan 

kapasitas umrohnya dari 8 juta jamaah menjadi 30 juta jamaah per tahun, dan haji 

5 juta jamaah setiap tahun. Pada tahun 2020, pengunjung umroh diperkirakan 

mencapai 15 juta jamaah setiap tahun, dan akan meningkat dua kali lipat pada tahun 

2030. Pertumbuhan kapasitas ini akan diiringi dengan peningkatan kualitas layanan 

bagi para pengunjung. Oleh karena itu, otoritas Arab Saudi telah memulai perluasan 

dua masjid suci dan peningkatan fasilitas transportasi untuk mengakomodasi 

jumlah jamaah haji dan pengunjung umrah yang lebih signifikan.10 

 
9 Alammash, Guo, and Vinnikova, “Saudi Arabia and the Heart of Islam in Vision 2030.” 
10 Mohammad Alzahrani, “Potential Of Waste-To-Energy Technologies In Saudi Arabia – Impact 

Of Increased Population, Hajj And Umrah, And Global Waste Reduction Trends In 2030,” 

Dalhouse University (Dalhouse University, 2019). 



7 

 

 

Awalnya haji dan umroh di tangani oleh Kementerian Haji dan Umroh tetapi 

dalam implementasi kebijakan Visi 2030 Kementerian Haji dan Umrah telah 

bekerjasama dengan Menteri Pariwisata. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa 

para jamaah menikmati pengalamannya selama proses haji ataupun umroh dan 

mendorong peziarah mengujungi kawasan wisata dan warisan kerajaan.11 Dan 

dalam pelaksanaan Visi 2030, sektor swasta juga sangat peranan penting dalam 

mewujudkan proyek ini. 

Saat ini, ekonomi Arab Saudi sedang mengalami transformasi, seiring 

dengan pelaksanaan reformasi untuk mengurangi ketergantungan pada minyak, 

diversifikasi sumber pendapatan dan meningkatkan daya saing. Untuk 

merealisasikan rencana tersebut, reformasi kebijakan dilakukan dalam beberapa 

sektor, salah satunya haji dan umroh.  Maka dari itu, sumbangsih penelitian ini 

dalam bidang akademik yaitu agar dapat menciptakan diskusi mengenai perubahan 

kebijakan terkait haji dan umroh dalam Visi Saudi 2030 meskipun Arab Saudi 

menyatakan bahwa perubahan visi ini dilakukan untuk meningkatkan layanannya 

pada tamu Tuhan. Namun, pada kenyataannya tidak semata-mata sebagai strategi 

meningkatkan layanannya tetapi seberapa pendapatan yang dihasilkan dan 

transformasinya pada wisata religi. 

Reformasi kebijakan pada sektor haji dan umroh secara tidak langsung 

mempengaruhi sistem penyelenggaraan haji dan umroh di negara-negara muslim. 

Salah satunya Indonesia merupakan negara yang banyak mengirimkan jamaah ke 

 
11 Vision2030.gov.sa, “- Melayani Tamu Tuhan,” Vision2030.Gov.Sa, accessed November 22, 

2023, https://www.vision2030.gov.sa/ar/vision-2030/vrp/pilgrim-experience-program/. 
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Arab Saudi untuk melakukan ibadah haji. Berkenaan adanya perubahan kebijakan 

yang dilakukan Arab Saudi membuat pemerintah merespon perubahan ini demi 

kelancaraan penyelenggaraan haji dan umroh di Indonesia. Oleh karena itu, saat ini 

pemerintah telah melakukan tindakan atau langkah dalam merespon perubahan ini. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan kajian terkait 

perubahan kebijakan yang dilakukan Arab Saudi dalam sektor haji dan umroh 

sebagai upaya untuk mewujudkan Visi 2030 Arab Saudi. Oleh karena itu, peneliti 

ingin mengetahui mengapa haji dan umroh menjadi poin penting dalam Visi 2030 

dan apa saja perubahan kebijakan yang dilakukan Arab Saudi dalam hal ini. 

Penelitian ini juga akan berbicara terkait bagaimana implementasi dan upaya apa 

yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggapi perubahan kebijakan ini. 

Teori kebijakan publik dan dua teori pendukung yaitu, kepentingan nasional dan 

wisata religi yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

Penelitian terkait Visi 2030 Arab Saudi sebelumnya telah banyak dilakukan 

dalam berbagai bidang seperti keagamaan, politik, ekonomi, budaya dan sosial. 

Dapat dilihat dalam tulisan Sainul Rahman yang berjudul Arab Saudi Baru: Visi 

2030, Reformasi, Dan Wahabisme.12 Sainul Rahman menjelaskan dalam tulisannya 

kerajaan Arab Saudi merupakan suatu entitas yang mempunyai ciri khas negara 

yang hadir dari pemikiran Wahabi yang terkesan kaku, rigid, dan tertutup. Lahirnya 

Visi 2030 Saudi untuk melepaskan diri terhadap kecanduan pada minyak 

memunculkan wacana baru yang lebih terbuka, baru, dan moderat. Oleh karena itu, 

 
12 Rahman, “Arab Saudi Baru: VISI 2030, Reformasi, Dan Wahabisme.” 
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kerajaan Arab Saudi melakukan reformasi dari segala bidang dan mengeluarkan 

kebijakan yang radikal berbeda jauh dengan kesan yang ditonjolkan selama ini.  

Sainul Rahman juga menjelaskan perkembangan Arab Saudi tidak bisa 

lepas dari gerakan Wahabisme. Relasi antara keduanya terhubung dalam kerangka 

simbiosis mutualisme, khususnya ikatan yang saling menguntungkan. Namun 

dalam penelitian ini Sainul Rahman mengabaikan sektor haji dan umroh yang saat 

ini menjadi fokus utama dalam pengembangan ekonomi Arab Saudi. Oleh karena 

itu, tulisan ini bisa memberikan wacana baru yang lebih mutakhir dari pada yang 

dilakukan sebelumnya.  

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka dapat 

dirumuskan beberapa pertanyaan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Mengapa haji dan umroh menjadi prioritas dari Visi 2030 Arab Saudi? 

2. Apa saja perubahan-perubahan kebijakan Arab Saudi dan bagaimana 

implementasi dari kebijakan perubahan haji dan umroh pasca Visi 2030 

Arab Saudi? 

3. Mengapa pemerintah Indonesia merespon perubahan kebijakan haji dan 

umroh pasca Visi 2030 Arab Saudi? 

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian 

 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengapa 

haji dan umroh menjadi prioritas dalam pelaksanaan Visi 2030 dan menjelaskan 

perubahan kebijakan Arab Saudi terkait haji dan umroh dalam Visi 2030. Selain 

itu, di sini penulis bermaksud menjelaskan dan menganalisis bagaimana 
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implementasi dan pengaruh dari perubahan kebijakan tesebut terhadap Arab Saudi 

dalam diversifikasi ekonomi, dan upaya yang dilakukan Indonesia terhadap 

perubahan kebijakan ini. Manfaat penelitian ini ialah agar dapat menambah 

wawasan, pengalaman serta pengetahuan untuk penelitian selanjutnya, dan 

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan kajian keilmuwan 

khususnya dalam studi keislaman. 

Signifikansi dari penelitian ini yaitu: (1) secara praktis penelitian ini akan 

berfokus pada perubahan kebijakan haji dan umroh dalam Visi 2030 Arab Saudi. 

Untuk mewujudkan Visi 2030, Arab Saudi perlu melakukan reformasi di berbagai 

sektor salah satunya haji dan umroh. Ini dilakukan untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi Arab Saudi di masa depan. (2) secara teoritis penelitian ini 

akan menjelaskan bagaimana haji dan umroh menjadi poin penting dalam 

peningkatan ekonomi Arab Saudi dalam Visi 2030, yang saat ini mengalami 

pergeseran ekonomi dari yang bergantung pada minyak dan beralih ke ekonomi 

pariwisata seperti wisata religi.  

D. Kajian Pustaka 

 

Peneliti menemukan beberapa penelitian atau kajian yang fokus pada aspek 

yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti. Berikut beberapa penelitian 

yang membahas terkait Visi 2030 Arab Saudi dan reformasi kebijakan Arab Saudi: 

Pembahasan terkait Visi 2030 Arab Saudi terdapat dalam tulisan Lawren G. 

Potter13, menjelaskan pergantian kepemimpinan kerajaan Arab Saudi bertepatan 

dengan anjloknya harga minyak dunia yang menjadi sumber utama pendapatan 

 
13 Lawrence G Potter, “Saudi Arabia in Transition,” Foreign Policy Association (2017): 51–56. 
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Arab Saudi serta keterlibatan Arab Saudi dalam konflik di kawasan Timur Tengah. 

Ini menyebabkan terganggunya kestabilan ekonomi kerajaan, sebagai tanggapan 

pemerintah telah mengenalkan rencana reformasi besar yang dijuluki Visi 2030 

Arab Saudi. Hal ini juga diperkuat dalam tulisan Joseph A. Kechichinan14, 

Anthony H. Cordesman, Max Marcusen dan Eric P. Jones15, Shmuel Even dan 

Yoel Guzansky16 dan Makio Yamada17 tidak jauh berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, penulis menjelaskan lahirnya Visi 2030 Arab Saudi lahir dalam 

ketegangan hubungan Arab Saudi-Iran dan anjloknya harga minyak bumi. 

Penurunan harga minyak menyebabkan perlunya Visi 2030 Arab Saudi untuk 

mengatasi kondisi ini dengan cara memodernisasi ekonomi Arab Saudi. Setelah 

diumumkan, Visi 2030 telah menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan 

karena bertentangan dengan citra Arab Saudi sebelumnya. Akibatnya, Arab Saudi 

menghadapi tantangan internal maupun eksternal untuk menuju Visi 2030 Arab 

Saudi. Begitu pula dalam tulisan Mehmood Al-Hasan Khan18, penulis menyatakan 

Visi 2030 adalah gabungann dari kearifan lokal bukannya program atau gagasan 

yang diambil dari luar. Tidak seperti konsultan asing, visi ini didasarkan pada 

tradisi yang kuat yang merupakan cerminan contoh nyata dari keinginan politik 

yang kuat untuk mengubah krisis menjadi peluang. Ini merupakan simbol 

perubahan bertahap yang sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, warisan, dan 

 
14 Joseph Kenichichian, “The Quest for Consolidation Internal Challenges,” Jstor (2019): 1–39. 
15 Anthony Cordesman, Max Markusen, and Eric Jones, “Saudi Arabia: Stability and Instability in 

The Gulf 2016,” Center for Stratehic and International Studies (2016): 36. 
16 Shmuel Even and Yoel Guzansky, “Saudi Arabia ’ s Vision 2030 : Reducing the Dependency on 

Oil,” INSS Insight (2016). 
17 Makio Yamada, “Vision 2030 and the Birth of Saudi Solar Energy,” MEI Policy Focus (2016): 

1–14. 
18 Mehmood Khan, “Saudi Arabia ’ s Vision 2030,” Defence Journal 9, no. 11 (2016): 36–42. 
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pemerintahan. Selain itu, Mehmood juga menjelaskan terkait perubahan dalam 

bidang apa saja yang dilakukan dan tujuan utama dari visi ini.  

Munculnya Visi 2030 Arab Saudi dengan cepat memudarkan tradisi Arab 

Saudi di bawah kepemimpinan Raja Salman dan Putra Mahkota, yang saat ini 

melakukan reformasi ekonomi dan sosial di dalam negeri dan mengganti kebijakan 

luar negeri konvensional dengan kebijakan yang lebih proaktif dan terbuka di luar 

negeri. Hal ini terdapat dalam tulisan Willem van den Berg19 dan Eman Al-

Hussein20 menyatakan bahwa Arab Saudi merangkul nasionalisme baru yang 

mengubah politik dalam negeri dan kebijakan luar negeri negara itu. Negara secara 

aktif memelihara nasionalimse ini dan secara radikal telah mengurangi pengaruh 

pendirian agama yang telah lama berlaku dengan tujuan untuk mempercepat 

kebangkitan putra mahkota Muhammad bin Salman dan mendukung agenda 

reformasinya. Dalam buku Ibnu Burdah yang berjudul Quo Vadis Dunia Arab 

Kontemporer21, ia juga menyinggung terkait Visi 2030 Arab Saudi. Ibnu Burdah 

menjelaskan bahwa tujuan utama diluncurkannya Visi 2030 Arab Saudi tidak lain 

ialah untuk kepentingan ekonomi, khususnya upaya Arab Saudi untuk mengurangi 

ketergantungannya pada minyak dan meningkatkan daya saing ekonominya. Dari 

titik tolak inilah Visi 2030 reformasi ekonomi, keagamaan, sosial, dan kebudayaan 

diluncurkan. Kebijakan perubahan sosial dan agama meskipun mereka tidak 

mengakui sebagai perubahan orientasi agama pada dasarnya ditujukan untuk 

 
19 Willem Van den Berg, “Saudi Arabia ’ s Strategic Stalemate – What Next ?,” Clingendeal 

Institute (2017): 1–8. 
20 Eman Alhussein, “Saudi First:: How Hyper-Nationalism Is Transforming Saudi Arabia Policy 

Brief Saudi First: How Hyper-Nationalism Is Transforming Saudi Arabia” (2019): 1–20. 
21 Ibnu Burdah, Quo Vadis Dunia Arab Kontemporer?, ed. Nurul Ulmi Mansur, Universitas Islam 

Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN Sunan Kalijaga dan Kunia Kalam Semesta, 2020), 120-127. 
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menyelesaikan masalah Arab Saudi, khususnya masalah perekonomian. Maka, 

apapun faktor yang menjadi penghalang tercapainya tujuan visi harus dikurangi 

termasuk norma agama dan budaya. Penulis menyimpulkan bahwa arah perubahan 

yang sudah dilakukan kerajaan Arab Saudi ialah menuju ke otoritarianisme politik, 

khususnya pembebasan masyarakat diluar ranah politik 

Rencana Muhammad bin Salman untuk meliberalisasi negaranya juga 

terdapat dalam tulisan Misliharira Shaumi Putri dan kawan-kawan22, menunjukkan 

alasan mengapa pangeran Muhammad bin Salman menggunakan liberalisasi 

adalah sebagai upaya untuk membebaskan diri dari kecanduannya terhadap 

minyak. Meskipun rencana ini bertentangan dengan prinsip-prinsip negara, Visi 

2030 telah melakukan perubahan secara bertahap dan juga memberikan dampak 

yang baik terhadap Arab Saudi. Hingga saat ini Arab Saudi masih membatasi 

banyak hal karena tetap berpegang teguh pada syariat Islam. Kemudian dilanjutkan 

dalam tulisan Rievy Dzarivauri yang berjudul Reformasi politik Arab Saudi: 

Vision 2030 Dan Implikasinya terhadap Sektor Perekonomian.23 dalam analisisnya 

ia menyoroti bahwa reformasi politik yang dilaksanakan oleh Arab Saudi terdapat 

dalam Visi 2030 Arab Saudi akan berdampak dampak pada sektor perekonomian 

Arab Saudi. Arab Saudi menyadari bahwa tidak hanya industri minyak yang 

mempunyai potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi negara. Inilah sebabnya 

Arab Saudi saat ini mengharapkan pengembangan ekonomi yang dinamis melalui 

produktivitas dan investasi. Untuk melepaskan diri dari ketergantungan penuh 

 
22 Misliharira Shaumi Putri, Reni Windiani, and Satwika Paramasatya, “Liberalisasi Ekonoi Arab 

Saudi Dalam Saudi Vision 2030,” Journal of International Relations 7, no. 3 (2021): 123–130. 
23 Dzarivauri, “Reformasi Kebijakan Arab Saudi : Vision 2030 Dan Implikasinya Pada Sektor.” 
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pada minyak, perombakan ekonomi adalah langkah yang konkret untuk menjauh 

dari kecanduan total pada minyak dengan memastikan perkembangan ekonomi, 

kesempatan pekerjaaan, dan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan makmur  

Tidak hanya pada bidang ekonomi saja, Visi 2030 Arab Saudi juga 

mereformasi kebijakan pada bidang sosial, budaya, dan pariwisata. Kerajaan Arab 

Saudi sedang mengalami perubahan radikal dalam bidang politik dan ekonomi 

yang mungkin mengacaukan seluruh kawasan Timur Tengah. Pergeseran dari 

ekonomi yang bergantung pada minyak dan beralih ke ekonomi pariwisata 

kemungkinan akan menimbulkan gelombang kejut  di antara negara tetangga. 

Mauhammad Abuhjeeleh24, berargumen  bahwa kerajaan Arab Saudi selama 

bertahun-tahun  telah menjadi negara konservatif tetapi negara ini berusaha 

merangkul industri pariwisata dan perlahan-lahan menjadi tujuan liburan di Timur 

Tengah. Sebelumnya, kegiatan pariwisata di Arab Saudi telah berputar di sekitar 

ziarah keagamaan atau wisata religi. Namun saat ini, kerajaan memanfaatkan 

rencana pengembangan strategis Visi 2030 Arab Saudi untuk berinvestasi pada 

kegiatan pariwisata. Arab Saudi mencoba mendiversifikasi ekonominya dengan 

beralih dari ekonomi berbasis minyak ke diversifikasi ekonomi berbasis layanan 

dan pariwisata dan mendorong investor di bidang pariwisata hingga sektor lainnya. 

Kerajaan telah meluncurkan kegiatan dalam mempromosikan pariwisata domestik 

dan internasional dengan menyelenggarakan festival lokal seperti rekreasi, sosial, 

budaya, dan warisan budaya. Selain itu, kerajaan Arab Saudi juga melonggarkan 

 
24 Mohammad Abuhjeeleh, “Rethinking Tourism in Saudi Arabia: Royal Vision 2030 

Perspective,” African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure 8, no. 5 (2019): 1–16. 
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peraturan untuk perempuan. Hal ini terdapat dalam tulisan Analieza Ilmiatun 

Mufiedah dan kawan-kawan,25 mereka menunjukkan bahwa pemberdayaan 

perempuan Arab Saudi masih sangat terbatas. Hal ini terjadi karena Arab Saudi 

selama ini menganut paham Wahabi yang menjadi dasar bagi kebijakan-kebijakan 

pemerintah menyebabkan gerak gerik perempuan dibatasi serta aturan-aturan 

terhadap perempuan. Penulis menjelaskan bahwa Visi 2030 Arab Saudi 

berdampak pada hak-hak perempuan di Arab Saudi dari tahun 2017 hingga 2019 

sebagai proses untuk mencapai Visi 2030 Arab Saudi pada tahun 2030 mendatang. 

Namun seiring penerapan visi ini, penulis tidak dapat menjelaskan secara 

menyeluruh apakah Visi 2030 Arab Saudi benar-benar berdampak pada reformasi 

hak-hak perempuan di Arab Saudi karena penerapan visi ini masih berlangsung 

hingga saat ini.  

Kemudian dalam tulisan Novia Tri Ramadhani dan Mhd. Saeri26, 

argumennya adalah bahwa kebijakan Visi 2030 Arab Saudi berperan dalam 

percepatan kesetaraan gender yang berdampak positif bagi perekonomian dan 

masyarakat Arab Saudi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perluasan ruang gerak 

dan penambahan sektor pekerjaan bagi perempuan yang diikuti dengan penurunan 

tingkat pengangguran perempuan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.  

Diluncurkannya Visi 2030 Saudi dengan metransformasi negara ke arah 

yang lebih moderat memunculkan pertentangan pro dan kontra dari berbagai 

 
25 Analieza Ilmiatun Mufiedah, Setyasih Harini, and Halifa Haqqi, “Reformasi Hak-Hak 

Perempuan Arab Saudi Melalui Saudi Vision 2030 Tahun 2017-2019,” jurnal Solidaritas 4, no. 3 

(2020): 1–12. 
26 Novia T. Ramadhani, “Saudi Vision 2030 Sebagai Katalisator Sustainable Development Goals 

Butir Kelima (Kesetaraan Gender) Di Arab Saudi Tahun 2015-2022,” JOM 10, no. 2 (2023): 1–14. 
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kalangan, karena Arab Saudi dikenal dengan paham Wahabinya yang terkenal 

konservatif dan tertutup. Peluncuran rencana ambisius dari Putra Mahkota 

Mohammad bin Salman yang sangat bertentangan dengan ideologi Arab Saudi. Di 

sini peneliti menemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan Visi 2030 Saudi 

dan Wahabisme, beberapa diantaranya: 

Terdapat dalam tulisan Anna Zakiah Derajat dan Toni Kurniawan27, 

argumen dalam tulisan ini menjelaskan adanya reformasi kebijakan Arab Saudi 

akan merugikan kelompok Wahabi karena pemahaman yang sejak lama di Arab 

Saudi secara bertahap digantikan oleh pemahaman berdasarkan kebijakan 

reformasi dalam Visi 2030 Arab Saudi. Sejalan dengan tulisan Sainul Rahman28, 

ia menjelaskan upaya Arab Saudi dalam Visi 2030 dengan menerapkan kebijakan 

budaya, politik, agama, dan sosial yang radikal. Untuk keperluan ekonomi 

perubahan terpolarisasi pada keperluan ideologis, dan peraturan negara merugikan 

kelompok Wahabi. Meskipun dirugikan, mereka tidak dapat melakukan apa-apa 

karena sudah keputusan sudah diputuskan oleh kerajaan. Pemerintah Arab Saudi 

akan memberikan hukuman berat bagi mereka yang melanggar kebijakan strategis 

negaranya.  

Begitupun dalam tulisan Leni Winarni dan Aberrant Pratama Yoga29 

menjelaskan upaya putra mahkota untuk mengubah identitas Arab Saudi dan 

 
27 Anna Zakiah Deraja and Toni Kurniawan, “Saudi Vision 2030 Dan Kebijakan Reformasi Pada 

Kerajaan Arab Saudi,” Global and Policy Journal of International Relations 9, no. 1 (2021): 39–

50. 
28 Rahman, “Arab Saudi Baru: VISI 2030, Reformasi, Dan Wahabisme.” 
29 Leni Winarni, Leni Winarni, and Aberrant Pratama Yoga Nur Permana, “Saudi Vision 2030 and 

the Challenge of Competitive Identity Transformation in Saudi Arabia,” Journal of Islamic World 

and Politics 6, no. 1 (2022): 104–121, https://journal.umy.ac.id/index.php/jiwp/article/view/14579. 
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membangun citra baru melalui Visi 2030 Arab Saudi. Namun, perubahan ini tidak 

mudah dilakukan karena Arab Saudi adalah pusat konservatisme agama dan 

cenderung menolak melakukan perubahan. Jika transformasi dan rekontruksi yang 

dilakukan lebih mengutamakan keterbukaan, mungkin dapat menghapuskan kesan 

Arab Saudi selama ini yang telah lama dibangun.  Di waktu yang sama, upaya ini 

menawarkan cara untuk tetap menjadi pelaku ekonomi global yang tidak 

bergantung pada minyak dan gas. Selain itu, penulis juga menyatakan bahwa 

norma politik, budaya, sosial, nama baik Arab Saudi, dan citra putra mahkota 

menghambat pembentukan identitas tersebut. 

Penelitian ini akan memposisikan diri dan mengisi celah dari penelitian 

sebelumnya dari beberapa karya yang telah di sebutkan di atas. Bertemakan Visi 

2030 Saudi, penelitian ini bermaksud untuk melanjutkan penelitian sebelumnya 

terkait perubahan kebijakan Arab Saudi dalam Visi 2030 Arab Saudi. Peneliti 

sebelumnya telah membahas bidang politik, sosial, budaya, agama, dan ekonomi, 

tetapi belum ada penelitian yang membahas perubahan kebijakan Arab Saudi 

dalam sektor haji dan umroh. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis 

perubahan kebijakan Arab Saudi dalam Visi 2030 Arab Saudi. 

E. Kerangka Teori 

 

Teori merupakan rentetan variabel, bagian, defenisi, dan pendapat yang 

saling berkaitan kemudian menghasilkan pandangan yang sistematis tentang 

sebuah fenomena. Jonathan H. Turner menggambarkan teori sebagai cara 

mengembangkan gagasan yang membantu menjelaskan bagaimana dan mengapa 
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fenomena terbentuk.30 Untuk menganalisa penelitian perubahan kebijakan Arab 

Saudi dalam Visi 2030 Arab Saudi tidak akan mungkin dilakukan jika hanya 

menjelaskan satu paradigma atau konsep tertentu untuk diimplementasikan pada 

temuan. Oleh karena itu, studi ini akan menggunakan teori kebijakan publik dan 

konsep pendukung yaitu, teori kepentingan nasional dan teori wisata religi. 

1. Teori Kebijakan Publik 

Kebijakan publik mencakup banyak hal, seperti hukum, 

perdagangan, budaya, ekonomi, dan sosial. Kebijakan publik dapat 

diklasifikasikan menjadi regional, nasional, atau lokal, seperti peraturan 

pemerintah, peraturan daerah, peraturan presiden, peraturan menteri, 

undang-undang dan lain sebagainya. Menurut perspektif yang berbeda, 

istilah kebijakan publik memiliki makna yang beragam tergantung dari 

sudut pandang mana menafsirkannya.31 

Secara konsep kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, 

pengambilan, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi dampak dari 

perlaksanaan keputusan terhadap masyarakat sasaran kebijakan. Menurut 

Anderson, konsep kebijakan ialah sebagai tindakan yang secara sadar 

dilakukan oleh seorang aktor dalam situasi tertentu.  

Sedangkan menurut Carl Frederich, kebijakan publik adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan 

dimana kegiatan tersebut bermanfaat dan terdapat hambatan beserta peluang 

 
30 Richard West, Pengantar Teori Komunikasi Analisis Dan Aplikasi, 3rd ed. (Jakarta: Salemba 

Humanika, 2008),18. 
31 Taufiqurokhman, Kebijakan Publik, Kebijakan Publik, 1st ed. (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan 

IlmunPolitik Univesritas Moestopo Beragama, 2014),3. 
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untuk mengatasi sesuatu, berguna untuk mencapai tujuan. Thomas R. Dye 

mendefenisikan kebijakan publik sebagai “is whatever government choose 

to do or not to do”. Maksudnya, kebijakan publik mengenai sebuah tindakan 

dan bukan hanya pernyataan keinginan aktor atau pemerintah semata. Selain 

itu, keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan 

kebijakan publik karena berdampak yang sama besarnya dengan apa yang 

dilakukan pemerintah.32  Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan atau upaya 

pemerintah untuk mengatasi hambatan atau peluang untuk memenuhi 

kepentingan tertentu.  

Terdapat tiga manfaat dari studi kebijakan publik, yaitu 

meningkatkan ilmu pengetahuan, meningkatkan profesionalitas praktisi, 

dan digunakan untuk tujuan politik. Pertama, sebagai hasil kemajuan ilmu 

pengetahuan, ilmuwan dapat menempatkan kebijakan publik sebagai 

variabel terpengaruh (defent variable), dan kemudian mencoba menentukan 

varibel pengaruhnya (independent variable). Studi kebijakan publik 

bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kualitas undang-undang publik. Misalnya, untuk mengidentifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi pengeluaran kebijakan tersebut. Kedua, 

memudahkan praktisi menyelesaikan masalah publik, dan praktisi akan 

mempunyai fondasi teoritis terkait bagaimana cara melahirkan kebijakan 

 
32 Amri Marzali, Antropologi Dan Kebijakan Publik (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2012),20. 
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publik yang bagus dan memperkecil kegagalan, sehingga menghasilkan 

kebijakan yang lebih baik dan dapat menunjang target pengembangan. 

Ketiga, bermanfaat dalam target publik karena kebijakan publik dikerjakan 

melewati cara yang benar dengan bantuan konsep yang kuat terhadap kritik 

dari lawan politik. Kebijakan ini dapat meyakinkan lawan politik yang 

kurang setuju dan tidak akan mudah dicabut hanya karena kepentingan 

sesaat.33 

Untuk membuat kebijakan publik, terdapat beberapa proses atau 

tahapan yang harus dilalui sehingga terbentuknya sebuah kebijakan. Para 

ahli mengakaji kebijakan publik membagi proses pembuatan kebijakan ini 

dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah perumusan masalah dengan 

memberikan informasi tentang situasi yang menyebabkan masalah itu 

muncul. Ada tiga hal yang perlu dilakukan saat membuat agenda kebijakan: 

(1) membuat pihak berwenang percaya bahwa peristiwa tersebut adalah 

masalah, (2) menetapkan batasan masalah, dan (3) mendorong orang untuk 

mendukung agar masalah tersebut masuk ke dalam agenda pemerintah. 

Tahap kedua, para pembuat kebijakan membahas masalah yang masuk ke 

agenda kebijakan yang dikenal formulasi kebijakan. Setelah itu, mereka 

menganalisis dan mencari alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah 

tersebut sehingga sebuah kebijakan yang dipilih akhirnya dibuat. Tahapan 

ketiga, adopsi kebijakan adalah proses di mana banyaknya pilihan kebijakan 

 
33 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi, IV. (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2009),4. 
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ditawarkan oleh para perumus kebijakan pada akhirnya dipilih dan diadopsi 

dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga, 

atau putusan peradilan. Tahapan keempat, implementasi kebijakan 

merupakan tahapan untuk merealisasikan kebijakan yang telah disetujui dan 

agar berjalan dengan baik. Pada titik ini, penyusunan organisasi pelaksana 

kebijakan dan dukungan sumber daya diperlukan. Terakhir, evaluasi 

kebijakan yaitu mencakup penilaian terhadap implementasi, kinerja, dan 

dampak kebijakan. Hasil evaluasi ini akan membantu penentu kebijakan 

baru dimasa yang akan datang untuk membuat kebijakan yang lebih baik 

dan lebih berhasil.34 

Dapat disimpulkan dalam analisis kebijakan publik terdapat tiga 

kompenen penting yaitu: (1) formulasi kebijakan, (2) implementasi 

kebijakan, dan (3) evaluasi kebijakan. Kebijakan publik pada hakikatnya 

diberikan kepada masyarakat secara keseluruhan, sehingga kebijakan tidak 

hanya terhenti di tahap perumusan hingga terbentuknya menjadi kebijakan 

resmi. Melainkan kebijakan harus disertakan dalam formulasi dan 

penerapan kebijakan.   

Kebijakan yang telah diformulasikan oleh pemerintah tidak akan ada 

artinya jika tidak diimplementasikan. Implementasi kebijaksanaan 

merupakan hal penting, bahkan lebih penting dibandingkan dengan 

pembuatan kebijakan, karena jika suatu kegiatan tidak dilaksanakan maka 

kebijakan tersebut hanya akan menjadi rencana yang tersusun rapi. Pada 

 
34 Ibid, 8-12. 
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dasarnya, setiap kebijakan dan sistem yang dilakukan pemerintah selalu 

diterapkan sehingga tidak ada yang menjadi sia-sia.35  

Dalam pendekatan prosedural dan manajerial mengemukakan tahap 

impelementasi yaitu:36 

1. Merancang agenda beserta perumusan tujuan dan perincian 

tugas yang jelas, serta waktu, biaya, dan ukuran prestasi kerja. 

2. Melakukan agenda dengan menggunakan prosedur, sumber, 

struktur dan personalia dana, serta teknik yang tepat. 

3. Membentuk skema pengawasan, sarana pengawasan, dan 

penjadawalan yang benar untuk memastikan tindakan yang tepat 

dan benar dapat segera dilakukan. 

Berdasarkan tahapan-tahapan di atas, pelaksanaan kebijakan 

biasanya melibatkan kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan.  

Kemungkinan bahwa tindakan yang diambil pemerintah mungkin tidak 

efektif menjelaskan bagaimana konflik antara harapan dan rencana pembuat 

kebijakan selalu terjadi dalam proses politik. Kecil atau besarnya perbedaan 

dipengaruhi oleh kemampuan aktor atau organisasi untuk menerapkan 

peraturan yang di amanahkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan 

dalam salinan kebijakan.37 

 
35 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan 

Negara (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008),48. 
36 Sholichin Abdul Wahab, Analisis Kabijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan 

Negara (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),237. 
37 Ibid, 238. 



23 

 

 

Meskipun perubahan akibat implementasi kebijakan diharapkan 

dapat berjalan sesuai dengan rencana, namun tidak dapat dipungkiri terdapat 

resistensi terhadap perubahan yang menyertai perubahan kebijakan. 

Pelaksanaan implementasi kebijakan tidak hanya berhubungan dengan 

aktor administratif saja tapi menyangkut semua kalangan seperti eksekutif, 

yudikatif, legislatif, dan kelompok penting lainnya yang mempengaruhi 

ekonomi dan masyarakat sosial, dan dapat mempengaruhi perilaku dari 

semua pihak yang terlibat.  

Setelah berjalannya proses implementasi kebijakan, evaluasi baru 

dapat dilakukan setelah cukup lama. Untuk dapat mengetahui outcome dan 

dampak suatu kebijakan sudah tentu membutuhkan waktu tertentu, mungkin 

lima tahun, untuk mengetahui hasil dan efek suatu kebijakan. Semakin 

strategis suatu kebijakan, maka perlu tenggang waktu yang lebih panjang 

untuk melakukan evaluasi. Proses evaluasi membutuhkan waktu yang lebih 

lama jika kebijakan lebih strategis. Sebaliknya, jika kebijakan atau program 

semakin teknis sifatnya, evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang 

relatif cepat.38 

Analisis kebijakan publik adalah sekumpulan pengetahuan tentang 

cara penyusunan kebijakan dan bagaimana kebijakan dibuat. Analisis 

kebijakan mengkaji hasil, kinerja, dan sebab-akibat kebijakan. 

Sederhananya, analisis kebijakan adalah proses mencari solusi untuk 

masalah. Maka dari itu, peneliti dalam tulisan ini akan menggunakan teori 

 
38 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi,119. 
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kebijakan publik sebagai konsep analisis yang berkaitan dengan kebijakan 

baik pembuatan kebijakan atau perubahan kebijakan. Berdasarkan objek 

penelitian, peneliti akan membahas terkait analisis perubahan kebijakan haji 

dan umroh yang dilakukan Arab Saudi sebagai konsekuensi Arab Baru 

kerajaan sebagaimana tercantum dalam Visi 2030 Arab Saudi.  

2. Konsep Kepentingan Nasional 

Negara-negara menggunakan konsep kepentingan nasional sebagai 

landasan untuk mengelola hubungan internasional. Argumentasi 

Machiavelli tentang kepentingan nasional, yang menyatakan bahwa 

kepentingan nasional yang utama pada zaman dahulu, yaitu agama dan 

moralitas, argumentasi ini sering dijadikan acuan praktik dan 

pengembangan teoritis.39 

Kepentingan nasional kuat hubungannya dengan kekuasaan dan 

kekuatan sebagai alat atau tujuan negara, terutama jika menyangkut 

kepentingan destruktif. Ketika kepentingan nasional ditujukan untuk 

mengejar kekuatan, dan kekuatan digunakan sebagai sarana untuk mencapai 

kepentingan nasional. Oleh karena itu, persaingan, perang, konflik, dan 

kekuasan adalah konsekuensi dari struktur internasional.40 

Pada dasarnya, kepentingan nasional adalah keinginan yang ingin 

diraih oleh negara dan berhubungan dengan tujuan dan kebutuhan yang 

diperlukan. Dalam kasus seperti ini, kepentingan nasional yang relatif sama 

 
39 Arry Bainus and Junita Budi Rachman, “Editorial: Kepentingan Nasional Dalam Hubungan 

Internasional,” Intermestic: Journal of International Studies 2, no. 2 (2018): 109–115. 
40 Ibid. 
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untuk setiap negara adalah keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya 

yang juga berfungsi sebagai dasar untuk merumuskan atau menetapkan 

kepentingan nasional negara. Itulah sebabnya, kepentingan nasional sangat 

penting dalam menentukan tidakan suatu negara. Faktanya, kepentingan 

nasional sering kali menjadi dasar kebijakan suatu negara.41 

Donald E. Nucterlin mengatakan banyak faktor yang mempengaruhi 

bagaimana suatu negara bertindak terhadap negara lain yang berpusat pada 

kepentingan nasionalnya. Menurut Nuechterlein, kepentingan nasional 

adalah kondisi di mana kebutuhan dan keinginan suatu negara berkuasa 

dalam kaitannya dengan negara yang berkuasa lainnya yang membentuk 

lingkungan. Nuechterlein membagi kepentingan nasional menjadi empat 

bagian, yaitu; Defence interest (kepentingan pertahanan) yaitu kepentingan 

untuk melindungi warga, sistem politik, dan wilayah terhadap intimidasi 

dari negara lain. Kedua; Economic interest (kepentingan ekonomi) yaitu 

kepentingan untuk mendorong ekonomi negara dengan bekerja sama 

dengan negara lain. Ketiga; World order interest (kepentingan tata 

internasional) yaitu kepentingan untuk melindungi ekonomi internasional 

dan sistem politik yang dapat memberikan keuntungan bagi negara. 

Keempat; Ideological interest (kepentingan ideologi) yiatu suatu 

kepentingan untuk melindungi ideologi negara dari intimidasi paham negara 

lain.42 

 
41 Teuku May Rudy, Studi Strategis Dalam Transformasi Sitem Internasional Pasca Perang 

Dingin (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002),116. 
42 Donald E. Nuechterlein, “National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for 

Analysis and Decision-Making,” British Journal of International Studies 2, no. 3 (1976): 246–266. 
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Keamanan dan pertahanan amat penting untuk menjaga kepentingan 

dasar negara yang telah dikelompokkan oleh Nuechterlein. Negara yang 

memiliki keamanan dan pertahanan yang kuat akan mampu mengendalikan 

tiga kepentingan utama lainnya, seperti ekonomi, sistem tata internasional, 

dan ideologi. Strategi pertahanan dan keamanan yang baik juga dapat 

mendukung kebijakan ekonomi dan kebijakan luar negeri lainnya di dunia 

internasional. Nuechterlein juga berpendapat bahwa kepentingan ekonomi 

termasuk kepentingan yang krusial selain kepentingan pertahanan. Saat ini, 

ekonomi menjadi sumber kekuatan baru bagi negara, yang membuat mereka 

disegani di seluruh dunia. Kepentingan ekonomi yang dimaksudkan oleh 

Nuechterlein adalah kepentingan yang ditunjukkan oleh pemerintah untuk 

mendorong perekonomian negaranya dengan bekerja sama dengan ekonomi 

negara lain untuk membangun hubungan ekonomi yang menguntungkan.43 

Teori kepentingan nasional secara konsep masih abstrak tapi konsep 

ini cukup membantu untuk menjelaskan perubahan yang terjadi di Arab 

Saudi dalam kondisi konstalasinya di wilayah jazirah Arab. Jadi, adanya 

perubahan kebijakan yang dilakukan Arab Saudi dengan tujuan untuk 

mempertahankan hegemoninya di kawasan dan tetap eksis. Oleh sebab itu, 

untuk memenuhi kepentingan nasionalnya konsep ini membantu 

menjelaskan kenapa suatu negara mengambil tindakan tersebut. 

 

 

 
43 vida Mardiana, “Krisis Doklam Dalam Kepentingan Nasional India,” Review of International 

Relations 2, no. 2 (2020): 91–101. 
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3. Wisata Religi 

Pariwisata atau wisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang 

dilakukan setiap orang atau kelompok orang dengan maksud untuk 

mengunjungi suatu tempat tertentu dengan tujuan rekreasi maupun 

pengembangan diri yang dilengkapi dengan fasilitas dan infrakstruktur 

pendukung yang disediakan oleh stakeholders pariwisata. Namun unsur 

yang paling utama dalan suatu pengembangan kepariwisataan adalah unsur 

daya tarik wisata tersebut. Destinasi wisata dijelaskan dari bentuk dan 

fasilitas yang saling berhubungan dan menjadi alasan atau sebab wisatawan 

untuk mengunjungi suatu daerah atau tempat tertentu.44 Destinasi wisata 

dibedakan menjadi tiga yaitu: (1) wisata alam (ekowisata), (2) wisata sosial 

budaya, dan (3) wisata minat khusus.45 

Melihat jenis-jenis pariwisata, wisata budaya menjadi destinasi 

objek pariwisata tersendiri yang banyak peminatnya salah satunya adalah 

wisata religi. Wisata religi adalah jenis wisata yang erat kaitannya dengan 

sisi religius atau keagamaan yang dianut oleh umat manusia dengan tujuan 

untuk memperkuat keimanan. Wisata religi menjadi salah satu obyek yang 

banyak peminatnya, karena wisata ini disebut juga dengan wisata agama 

atau berziarah ke tempat yang suci maupun ke makam orang-orang yang 

 
44 Diah Widiawati Iklima Aminatuz Zuhriah1, Stella Alvianna, Syarif Hidayatullah, Ryan Gerry 

Patalo, “Dampak Attraction , Accessibility , Amenity , Ancillary Terhadap Minat Berkunjung 

Wisatawan Di Destinasi Wisata Religi Makam Gus Dur Kabupaten Jombang,” Jurnal 

Tesla:Perhotelan -Destinasi Wisata -Perjalanan Wisata 2, no. 1 (2022): 1–11. 
45 Winny Virginia Saway et al., “Dampak Atraksi, Amenitas Dan Aksesibilitas Pantai Pasir Putih 

Kabupaten Manokwari Terhadap Kepuasaan Wisatawan Berkunjung,” Pariwisata Budaya: Jurnal 

Ilmiah Agama Dan Budaya 6, no. 1 (2021): 1. 
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dianggap bersejarah. Wisata religi banyak dihubungkan dengan niat dan 

tujuan wisatawan untuk memperoleh berkah, ibrah, tausiah, dan hikmah 

kehidupannya.  

Secara substansial, wisata religi adalah perjalan keagamaan yang 

ditunjukkan untuk memenuhi dahaga spiritual, agar jiwa yang kering 

kembali basah oleh hikmah-hikmah religi. Dengan demikian, objek wisata 

religi memiliki cakupan yang sangat luas yaitu memperkaya wawasan dan 

pengalaman keagamaan serta memperdalam rasa spiritual karena ada ibrah 

dan hikmah yang di dapatkan dari kunjungan wisata religi ini. Hal ini dapat 

membuat seseorang lebih dekat kepada Allah dan juga sebagai sarana untuk 

memahami arti kematian, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. 

Adapun tempat yang digunakan dalam wisata religi, meliputi peninggalan 

berupa masjid-masjid, makam para nabi, makam para ulama, para pahlawan 

(syuhada), maupun makam para wali. 

Begitupun pelaksanaan ibadah haji dan umroh erat kaitannya dengan 

wisata religi atau perjalanan yang dilakukan untuk motif agama. Meskipun 

penggunaan kata pariwisata tidak digunakan di Arab Saudi dan ziarah juga 

tidak termasuk dalam istilah ini karena ada keyakinan bahwa pariwisata 

dalam pengertiannya yang berbentuk modern dan tidak melibatkan ziarah. 

Namun beberapa ahli menyatakan ziarah memiliki kesamaan dengan 

pariwisata.46 

 
46 Alammash, Guo, and Vinnikova, “Saudi Arabia and the Heart of Islam in Vision 2030.” 
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Saat ini perkembangan industri pariwisata semakin besar 

pengaruhnya terhadap perekonomian global. Menurut laporan resmi United 

Nation of World Tourism Organization (UNWTO), jumlah wisatawan 

internasional tahunan mencapai 1,4 miliar pada tahun 2019. Peningkatan 

yang sangat besar sebesar 6% pada tahun 2018 memungkinkan angka ini 

dicapai dua tahun lebih cepat dari perkiraan pada tahun 2010.47 Sejak 

beberapa tahun terakhir banyak negara-negara di dunia yang berfokus pada 

pengembangan pariwista sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian 

negara yang tidak bergantung pada sumber daya alam seperti Arab Saudi. 

Arab Saudi secara strategis bekerja pada pendekatan pariwisata negara 

mendorong prospek ekonomi, hubungan global, dan hubungan internasional 

melalui ziarah haji dan umroh.  

F. Metode Penelitian 

 

Untuk melihat permasalahan di atas, penulis menggunakan metode 

penelitian ini analisis-deskriptif. Penelitian deskriptif diartikan sebagai usaha 

mendeskripsikan peristiwa atau sebuah fenomena secara sistematis yang 

dijabarkan sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif dilakukan dengan 

tujuan agat dapat memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Jenis metode 

studi kasus dalam penelitian ini adalah mengembangkan analisis secara mendalam 

terhadap satu kasus atau banyak kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian 

ilmiah yang bertujuan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks 

sosial dengan memberikan gambaran yang mendalam dan kompleks, melaporkan 

 
47 Robert R. Bianchi, “Reimagining the Hajj,” Social Sciences 6, no. 2 (2017). 
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pandangan terperinci dari berbagai sumber informasi serta dilakukan dalam setting 

yang alamiah tanpa adanya intervensi dari peneliti.48 

Peneliti akan mengumpulkan sumber penelitian ini melalui studi 

kepustakaan. Dalam studi kepustakaan, peneliti akan mengkaji berbagai literatur 

yang relevan dengan isu penelitian yang peneliti lakukan. Sumber dari penelitian 

ini yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dari penelitian ini 

berasal dari dokumen-dokumen resmi dari objek penelitian, dan sumber sekunder 

penelitian berasal dari jurnal, disertasi, tesis, buku, serta data dari media elektronik 

yang memberikan relevansi tinggi terhadap masalah yang dihadapi. Peneliti mulai 

mengklasifikan berbagai sumber data untuk penelitian setelah berbagai sumber 

data terkumpul sehingga dengan mudah dapat ditafsirkan dan dianalisis sesuai 

dengan masalah penelitian. Kemudian, peneliti melakukan analisis terhadap data-

data yang dikumpulkan, lalu ditarik kesimpulan dari hasil yang telah diperoleh 

peneliti. 

G. Sistematika Pembahasan 

 

Sistematika penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran secara 

lengkap tentang isi dan tujuan dari penelitian. Peneliti membagi penelitian ini 

kedalam lima bab, yaitu: 

Bab pertama, pendahuluan berisi, latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka 

teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

 
48 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta: Salemba 

Humanika, 2010),8-9. 
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Bab kedua, Visi 2030 Arab Saudi dan reformasi kebijakan. Pada bab ini, 

penulis akan menjelaskan Visi 2030 Arab Saudi itu sendiri terkait, apa itu Visi 

2030, bagaimana munculnya gagasan Visi 2030 baik dari faktor internal atau 

eksternal Arab Saudi, kedudukan visi 2030 dalam konstitusi Arab Saudi, dan 

reformasi kebijakan dalam bidang apa saja. 

Bab ketiga, kebijakan haji dan umroh dalam Visi 2030 Arab Saudi. Pada 

bab ini penulis akan menganalisis mengapa haji dan umroh menjadi poin penting 

dalam Visi 2030, memaparkan kebijakan haji umroh sebelum adanya Visi 2030 

dan kebijakan haji dan umroh pasca Visi 2030 serta bagaimana implementasi dari 

perubahan kebijakan haji dan umroh pasca Visi 2030. 

Bab keempat, upaya Indonesia untuk beradaptasi dengan perubahan 

kebijakan itu. Penulis memaparka bagaimana upaya dari Indonesia dalam 

merespon perubahan kebijakan haji dan umroh dalam Visi 2030, langkah apa yang 

akan dilakukan oleh Indonesia. 

Bab kelima, penutup berisi kesimpulan dan saran. 

  



 

BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pentingnya sektor haji dan umroh dalam Visi 2030 Arab Saudi 

Melihat sumber daya alam yang semakin menipis dan ketatnya 

persaingan di dunia, ini bertepatan dengan turunnya harga minyak global 

juga pada tahun 2014 sehingga mengganggu kestabilan ekonomi Arab 

Saudi. Oleh sebab itu, Arab Saudi mempertimbangkan untuk mencari 

alternatif lain untuk menjaga kestabilan ekonomi negaranya. Pada akhirnya, 

dirumuskan sebuah rencana ambisius yang digarap oleh Putra Mahkota 

Muhammad bin Salman yang dikenal Visi 2030. Visi 2030 Saudi 

merupakan sebuah gagasan dan inisiatif untuk membebaskan diri dari 

kecanduan terhadap minyak, investasi global dan diversifikasi ekonomi.  

Dalam pelaksanaannya, haji dan umroh menjadi salah satu poin 

penting dalam mewujudkan visi ini. Sebab sektor ini memiliki potensi besar 

terhadap pertumbuhan ekonomi Arab Saudi dan pengembangan wisata 

religi. Hal ini dapat dilihat meningkatnya jumlah jamaah haji dan setiap 

tahun sehingga memberikan keuntungan yang signifikan dalam pendapatan 

negara Arab Saudi. Dan reformasi pada sektor ini perlu dipertimbangkan 

karena dampak yang diperoleh dari haji dan umroh. 
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2. Bentuk perubahan kebijakan haji dan umroh dan implementasi 

kebijakannya dalan Visi 2030  

A. Perubahan kebijakan haji dan umroh dalam Visi 2030 

Perubahan kebijakan terkait haji dan umroh yang dilakukan Arab 

Saudi berfokus pada peningkatan kapasitas dan kualitas dalam 

penyelenggaraannya.  

Beberapa diantaranya adalah;  

a. Peningkatan kuota haji dan kuota umroh yang tidak dibatasi 

b. Perubahan kebijakan penggunaan visa 

c. Peningkatan layanan: keamanan dan kesehatan 

d. Industri Haji: Swastanisasi layanan Haji 

e. Kenaikan biaya haji 

f. Digitalisasi layanan  

B. Implementasi kebijakan haji dan umroh dalam Visi 2030 

Untuk mewujudkan Visi 2030, Arab Saudi telah melakukan berbagai 

proyek dan program dalam sektor haji dan umroh sebagai bentuk 

implementasi dari perubahan kebijakan yang dilakukan, diantaranya:  

a. Program Doyof Al-Rahman (Layanan Tamu Tuhan), yaitu 

Haramain Speed Train, perluasan dua masjid suci, inisiatif jalan 

Makkah, inisiatif transportasi Saudi, dan pembangunan real estate.  

b. Digitalisasi layanan yaitu, aplikasi nusuk, smart hajj, gelang 

elektronik, dan visa elektronik.  
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3. Upaya Indonesia dalam merespon perubahan kebijakan haji dan umroh 

dalam Visi 2030 Saudi 

Perubahan kebijakan yang dilakukan Saudi terhadap 

penyelenggaraan haji dan umroh secara tidak langsung mempengaruhi 

sistem penyelenggaraan ibadah ini bagi negara-negara pengirim delegasi ke 

Arab Saudi. Di sini Indonesia merespon perubahan ini karena haji dan 

umroh memiliki implikasi yang signifikan terhadap negara dan masyarakat 

Indonesia. Ini berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia yaitu 

berupa kepentingan ekonomi. Mengingat besarnya potensi haji dan umroh 

dalam pengembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia telah 

melakukan beberapa tindakan parsial setiap tahun, dikarenakan setiap tahun 

sering terjadi perubahan dan pembaharuan kebijakan yang dikeluarkan Arab 

Saudi. Perubahan kebijakan ini berupa kebijakan administratif dan sistem 

layanan, diantaranya:  

a. Memperkuat kerja sama dengan Arab Saudi 

b. Memantau perkembangan kebijakan haji dan umroh 

c. Adaptasi perubahan sistem 

d. Peningkatan kualitas layanan 

B. Saran 

 

1. Penelitian yang berjudul Visi 2030: Analisis perubahan kebijakan Arab Saudi 

terhadap haji dan umroh ini masih jauh dari kata sempurna, dan jelas banyak 

kekurangan dalam penelitian ini. Banyak aspek pembahasan yang harus 

diteliti lebih lanjut. Studi ini berbicara dan berusaha membagikan hasil 
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temuan tentang Visi 2030. Hasil ini mencakup lahirnya Visi 2030, 

kedudukannya, wujud reformasi, perubahan peraturan terkait haji dan umroh, 

impelementasi kebijakan, dan tindakan apa yang harus dilakukan Indonesia 

dalam merespon perubahan kebijakan haji dan umroh. Oleh karena itu, sangat 

disarankan untuk melanjutkan penelitian ini secara mendalam dengan 

menggunakan metode serta teori yang berkaitan sehingga dapat menambah 

khasanah keilmuan dalam studi keislaman. 

2. Evaluasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia terkait 

penyelenggaraan haji dan umroh, diharapkan dilaksanakan dengan benar dan 

penyusunan kebijakan secara spesifik sehingga dapat menhindari masalah-

masalah yang tidak diinginkan. Mengingat Visi 2030 hanya kurang berapa 

tahun lagi, meskipun Arab Saudi belum secara resmi mengumumkan 

kebijakannya, tetapi upaya-upaya yang telah dilakukan Arab Saudi 

menjelaskan realitas dari wacana tersebut. Diharapkan juga Indonesia cepat 

tanggap merespon perubahan yang terjadi sehingga melancarkan dalam 

sistem penyelenggaraannya. 
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